
BIJPATI KATINGAN

PERATUIRAN BU PATI KATINGAN

NONilOR E5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUT}AHAN ATA.S PERATURAN BUPAI'I KATINGAN
NOMOR 29 TAHUTN 2011 TEI\ITANG PEDOMAN PEN'YUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATIIN DAN BEI,ANJA DAERAH KABUI-'ATEN KATINGAN
TAI.,IUN ANGGA,RAN 2012

DEt'lcAN RAHnflAT TUHAN YANG MAI{A ESA

Menimbang '. a.

BI..,PATI KATINGAN,

biahwa untuk memberikan kepitstian agar ketentuan-
kr:tentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kerbupaten Katingan Tahun
Anggaran '2012 sebagaimang dimaksud dalam Peraturan

Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 supaya dapat

dilaksanakarn dengan baik dan tidak bertentangan dqngan
kr;tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka diparrdang perlu untuk melakul<an perubahan atas
Peraturan [3upati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 tentang
P,edoman Penyusunan Anggaran Peqdapatan dan Belanja

Daerah Katrupaten Katingan Tahun Anggaran 2012;

bahwa berrjasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupetti Katingan

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor

20 Tahun 20'11 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pr=ndapatan dan Belanja Daerah Kiirbupaten Katirngan tahun

Arrggaran 2012.

Undang-UnrCang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
A1.as Undarrg-Undang Nomor 8 Tal'run 1974 tentang Pokok-

Pr:kok Keptlgsvl3ian (Lembaran Nr,rgara Republik lndonesia

Tahun 19819 Nomor 169, Tambiahan Lembaran Negara

Republik lndlonesia Nomor 3890);

Urrdang-Undang Nomor 5 Tahun 2("102 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupatert Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, K.abupaten Gunung Mas,

Kiabupaten Pulang Pisau, Kabupi:rten Murung Raya dan

Kirbupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

Mengingat : 1.

b.

2.
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(Lembaran Negara Republik lndontlsia Tahun 2002 Nomor 18,

l-ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4180):

3. Llndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

F)emberan't:asan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negarq

Flepublik [ndonesia Tahun 2002 Nomor 13V, Tambahan
L.embaran ltlegara Republik lndonerlia Nomor 4250);

4. l.lndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
llegara (Lt,rmbaran Negara Repuhlik lndonesia Tahun 2003

lrlomor 47 Tambahan Lembaran llegara Republik lndonesia

ltlomor 428,t3);

5. Llndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Flerbendah araan Negara (Lemharan Negara Republik

Irrdonesia 1"ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Fi.epublik lndonesia Nomor 4355);

6. Llndang-Undang Nomor 15 Tahun jil004 tentang Pemeriksaan

F'engelolaarn dan Tanggung Jeirwab Keuangan Negara

(l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 20t14 Nomor 66,

T'ambahan Lembaran Negara Rr::publik lndonesia Nomor

a400);

7. Llndang-Urrdang Nomor 25 Tahun 20A4 tentang Sistem

F'erencana;an Pembangunan Nasional (Lembaran Negar4

Flepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan

Lembaran l\,legara Republik lndones;ia Nomor a421);

8. Llndang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perherintahan

fraerah (Le,mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2044

Nlomor 12tj,, Tambahan Lembaran frlegara Republik lndonesia

Irlomor 4437) sebagaimana telatr diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pe,rubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Flepublik llndonesia Tahun 200t! Nomor 59 Tambahan

Lembaran Nlegara Republik lndonesia Nomor a$a'$;.

9. Llndang-Unrdang Nomor 33 Tahun i1004 tentang Perimbangan

K.euangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

fraerah (Lr:mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nlomor 126, Tambahan Lembaran l'rlegara Republik lndonesia

Nlomor a$il;
10r. Lindang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang P'embentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lrrdonesia Tahun 2011 Nomor tlz, Tambahatr Lembaran

Nlegara Republik lndonesia Nomor ffiZ$;
1 1. Feraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

K.edudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala

fraerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

lrlomor 210, Tambahan Lembaran l\legara Republik lndonesia

Irlomor 4028);
12^.F eraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 56 Tahun

2005 tentamg sistem lnformasi Keuangan Daeralr (Lembaran
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l,legara Ftepublik lndonesia Telhun 2oos Nomor 13g,
l-ambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor
zrs76);

1i].F)eraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor sB Tahun
21005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
l,legara Flepublik lndonesia Tahun 2005 nomor 140,
l'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4.578);

1z[.t)eraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 65 Tahun
2:005 tentang Pedoman Penyusuniln dan penerapan standar
F)elayanan Minimal (Lembaran Negara Repub[ik rnijonesia
J-ahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Flepublik lndonesia Nomor 4585);

lti.Freraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor I Tahun
2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi
F'emerintah (Lembaran Negara llepublik lndonesia tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Irrdonesia hlomor 4il4;

1€i.F'eraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusian Pemerintahan Antara
F'emerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
f)aerah K;abupatenlKota (Lembaran Negara Tahun 2007
hlomor p3, Tambahan Lembaran l,,legara Republik lndonesia
Nlomor 473'7);

17'.F'eraturan lremerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
lrlegara R.epublik lndonesian Tahun 2007 Nomor Bg,
Tambahan Lembaran Negara Rr+publik lndonesia Nolnor
a7a1);

1E.F'eraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 7'l Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan;

19.F'eraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian
urusan Penrerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
K.abupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 20013 Nomor 3)i

20. F'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri
lrlomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
K,euangan Daerah;

21.F'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011

fr>ntang Perdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
E;elanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

22". F' er aturan lVlenteri Keuan gan Nomor 84/PM K. 02 1201 1 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012:

23i. F'eraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Fedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



l)aerah Karbupaten Katingan tahun Anggaran 2012;
2,4.|)eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

lentang Permbentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : P'EllUBAHAt{l ATAS PERATURAI|,| BUPATI KATINGAN

NIO]MOR 29 TAHUN 2011 TENTI\NG PEDOMAN UMUM
PEI'IYUSUNIIN ANGGARAN PEND/\PATAN DAN B.ELANJA
D,AIIRAH KABUPATEN KATINGAIN TAHUN ANGGARAN
2412.

BAB I

KTiTENTUAN UMUM

Beberapa ketentuan rlalam Larnpiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun

2011 tentang Pedclman Penyusunan Anggaran Pendapdtan dan Belanja Daerah

Kabupaten l(atingan J'ahun Anggaran 2A12, diubah sebagai Berikut:

A. Ketentuarn Lampintn 1 Poirr 5.4.1. Belanja Tidak L-angsung angka 1) Belanja

Pegawai huruf (l) rengka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Unturk Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan

CPNSD Kabul>aten Katirrgan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Tempat BerliuElas setiap bulan dengan ketentuan yang meliputi :

a. Pegawai N,:geri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang

bekerja sr=bagai Tenaga Medis dan Paramedi,s di RSUD Kasongan diatur

sebagai b,erikut:

Ta m ba ha 11 Penq hasi la n Berdasa rka n Tel.lBat lertggag

t'lo Uraian Tambahan Penghasilan

1 [itruktural Eselon lll a 11000.000

L fitruktural Eselon lll b 850.000

3 fitruktural Eselon lVa 700.000

4 Peiabat {itruktural Eselon lV b 525.000

( Dokter Urnun/DoKer Gigi RSUD :

Pejaball Furgsional Golongan lV 3.500.000

Peiabalr Furrgsional Golortgan lll 3.500.000

6 Apoteker 1.500"000

7 Peiabat Funq,;ional Golonqan l\l 515.000

I Peiabat Funqtional Golongan lll 450.000

I Peiabat F'uno;ional Golonqan Il 420.000

10 IV 370.000

11 ilt 315.000

12 ll 280.000

J I 265.000

Pegawai Nr3geri Sipil Daerah dan CPNS ll(abupaten Katingan yang

berkerja setragai Tenaga Medis dan Param,edis diwilayah Kecamatan/

Kertingan lHilir diatur sebagai berikut : L

b.
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c.

Tambaharr Penghasilan Berdasarkan Telnpat bertuoas

No Uraian Tarnbahan Penghasilan

1 Urum/Doher Gigi:
:unqsional GolonQan lV 2.500.000
:unosional Goloncan lll/CPNS 2.000.000

2 reiabat F .rnqsional Golonge n lV 51 5.000

3 lil 450.000

4 )eiabat Frrnqsional Golongan ll 420.000
I )elaksan:r Golonqan lV 370.000

o )elaksane Golonqan Ill 31 5.000

7 ll 280.000

Pr:gawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang

bekerja siet)agai Tenr;aga Medis dan Pararnedis diwilayah Kecamatan

Tr:wang Sanggalang Garing dan Kecamatan Tasik Payawan diatur

sebagai berikut:
Tam bahall Penqhasilan Berdasarkan Tel,ltpat bertuoas

No Uraian Tambahan Penghasilan

1 Umum/Dokter

Peiabat Ftrngsional Golongan lV 2.500.000

Peiabat FL nosional Golongan IIUCPNS 2.000.000

2 Peiabat Furqsional Golongan lV 530.000

? Peiabat Furgsional Golongan lll 470.000

4 Peiabat Funqsional Golongan ll 435.000

5 Pelaksana (iolonqan lV 480$00

6 Pelakselna ()olongan lll 400.000

7 il 370.000

Pegawai Nregeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang

bekerja seb,agai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan

Pulau Malatr, Kecamatan Katingan Tengah, dan Kecamatan Kamipang

diatur s€bagai berikut :

Tambahan Penqhasilan Berd tpat bertuqas

No Uraian Tambahan Penghasilan

1 Un um/Dokter Gigi :

Peiabat [:unqsional Golong ln lV 2.500.000

Peiabat t:unosional Golonqan IIUCPNS 2.000.000

2 Pejabat Flngsional Golongan lV 570.000

Peiabat FLrngsional Golongan lll 500.000

4 Peiabal Ft nqsional Golongan ll 450.000

5 Pelaksana Golonqan lV 500.000

6 )elaksana Golongan lll 440.000

7 )elaksana Golonqan ll 400.000

B I
380.000

Pergawdi Negeri Sipil Daerah dan CPNS l(abupaten Katingan yang

bekerja sebagai TenagA Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan

Marikit, Kecamatan t\{endawai, -Kecamatan l'(atingan Hulu, Kecamatan

Katingan Kuala dan K,eicamatan Sanaman Mantikei diatur sebagai berilcut

tt

d,

e.

iioi :



Tambaha

n lll/CPNS

IV

tll._
F

r

f.

Urnum/DoKer G

f ungsional Golongan ll

IV

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang

beikerja sr:bagai Tenaga Medis dan Paramedisirdiwilayah Kecamatan Bukit

Raya dan Kecamatan Petak Malai diatur seba$ai berikut :

Tambaharr Penqhasilan Berdasarkan Tetlpat bertuqas

No Uraian Tambahan Penghasilan

1 Urrum/DoKer

IV 4.500.000

Pepbat :ungsional Golongan lll/CPNS 4.000 000

2 Peiabal F rnqsional Golonqan lV 1.050.000

3 Peiabat Frnosional Golonqan lll 900:000

4 Frnqsional Golongan ll 800.000

na Golongan lV 1.050.000

b nir Golongan lll 900.000

7 nir Golonqan ll 800.000

B I 680.000

g. Pegawdi Nr:geri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang

berker.ja sebilgai Guru rli wilayah Kec.Katingan l-Jilir diatur sebagai berikut:

Tam bahan- Penohasila n Berdasarkan Tenl pat Bertugas

No Uraian Tambahan Penghasilan

1 Jabatan Funqsional Golonqarn lV 350 000

2 Jabatan F'lnqsional Golongan lll/CPNS 300.000

3 F II/CPNS 250.000

4 I 230.000

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang

berkerja sebiagai Guru di wilayah Kecamatan 
.['ewhng 

Sangialang Garing,

Kercamatarn Tasik Payiawan diatur sebagai berilkut :

Tam bahan-Penqhasilan Berdasarkan Ten:! pat ISertuqas

\o Uraian Tambahan Penghasilan

1 Jabatan Fungsional Golongan lV 425 000

2 Jabalan Fungsional Golcngan lll/CPNS 350.000

3 Jabalan Funqsional Golonqan ll/CPNS 32s.000

4 Pelaksanir Golonoan I 300.000

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang

bekerja srebagai Gurr-r di wilayah Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan

Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Kamipang

6

No Uraian Tambahan Penghagilan

1

Peiabat Funosional Golon lan IV 4.500.00(

4.000.00c

2 1.000.00c

1 850.00c

4 750.00c

1 onn 00r

0 relalisan, Golonqan lll 850.00(

7 relaksan l Golonqan ll 750.00(

8 elairsan l Golonqan I 650 00t



dlatur selralgai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Ternpat Bgrtuqas

No Uraian Tambahan Penghasilan

1 Jah[an Fun gsional G!]!!!l4ly 460.000

2 Jabatan Funqsional Golon0an lll/CPNS 400.000
a ,labatan Funqsional Golonqan ll/CPNS 350.000

4 relaksara Golonqan I 325.000

Pegawai Negeri Sipiil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang

br--kerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan lularikit, Kecamatan Katingan

Hulu, Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala diatur sebagai berikut :

Tambaharr Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertuqas

No Uraian Tambahan Penghasilan

1 Jabatan l:ungslonal Golongan lV 587.500

, Jabatan l:unqsional Golonqan IIUCPNS 480.000

3 Jabatan l:unqsional Golonqan Il/CPNS 450.000

4 Pelalisana I 425.000

k. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD

bekeria sebagai Gurtr di wilayah Kecamatan

Pretak Malai diatur sehagai berikut :

Kabupaten Katirtgan yang

Ilukit Raya dan Kecamatan

I

B. Ketentuan Laml>irirn 1 Poin 5.4.1. Belanja Tidak Langsung angl(a 1) Belania

pegawai huruf (d) angka 5 dan 6 diubah serta petlambahan poin 7 sehingga

berbunyi sebagari b,erikut:

5. Mengingat beban Dokterr Spesialis, Dokter Umum dan Tenaga Paramedis

pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan melebihi beban kerja normal,

selain ffiemp€rroleh Tarrnbahan Penghasilan sehagaimana dimdksud pada

point 5.4.1.1 huruf o) itngka (2a) juga diberikan Tambahan Penghasilan

Berdlasarkan Eleban Kerja dengan ketentuan seb;agaimana Tabel berikut :

T", hp h, n P"no ffi#erd""a.k",r Beban Ke ria

No Uraian
HARI KERJA HARI LIBUR

Jaga S,ore

(per 6 iam)

Jaga Malam
(per 11jam)

)aga Pitgi
(per 8 jam)

Jaga Sore
(oer 6 iam)

Jaga Malam
(per 11 iam)

L Dokter Spesialis Rp. 40.000,00 Rp. 50.000.00 Rp. 50.0Ct(1,00 Rp. 40.00o,C10 Rp. 50.000,00

2 Dokter Umurnr/Gigi Rp. 30.000,00 Rp. 40.Q00,00 Rp. 40.0Ct0,00 Rp. 30.000,00 Rp. 40.000,00

3 Rp. 20.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 30.OClt),00 Rp. 20.000,00 Rp.30.00Q,00

6. Pegawai Negr;ri Sipil Draerah Kabupaten Katingan dengan profesi Dokter

7
I

Tambaharl Penqhasilan Berdasarkan Telppat Bertuqas

,lO Uraian Tambahan Penghasilan

I labalan I:unosional Golonoan lV 600.00(

iolonoan lll/CPNS 490.00c

J iolonoan ll/CPNS 455.00C

4 )elaksana GolonOan I 435.00c

Perawat/Bida n



Spesialis dlarr Akuntan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Kelangkaan Profesi setiiep bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dokter Spesialis Rp. 17.500.000,00;

- Akuntern RP. 5'000.000,0C|;

Untuk tenal;a Akuntarr dipersyaratkan :

- Memiiliki pengalarnan kerja minimal 5 trahun sebagai akuntan dan

berstattrs Pegawari Negeri SiPil;

- Memiiliki Nomor Register Negara sebagaiAkuntan;

C. Ketentuarn Lampiritn 1 Poin 5.4.2. Belanja Langsurrg angka 3 hpruf (f) diubah

sehinggar berburryi sebagai berikut:

f. Bagi Pegawgi Negeri Sipil Daerah Kabupaten l(atingan yang menjalankan

tugas/fungsi F'engadaan BarangiJasa pada Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa yang namanya tercantum dalamr Surat Keputusan Brpati

Katingan tentang penunrjukan personalia pada Unit Layanan Pengadaan

Bararrg/Jasa diberikan Hclnorarium sebagaimana Tabel berikut :

HonorariunlEla un+ffi nqadaan Barano4jasa

!o I,IRAIAN SATIJAN I{ONORARIUM

7 )ejabat Pengadaan tlar;lng/asa OB Rp 365.000

anitia Pengadaan Barang (Konstruk:;i)2

3

a. Nilai pragu pengirdaan sampai derngan RpL00 juta
Per

Pallet
Rp 365.000

b. Nilai pragu pengildaan di atas Rp100 uta s.d. Rp250juta OP Rp 550.000

c. Nilai pragu pengadaan di atas Rp250 uta s.d. Rp500 juta OP Rp 700.000

d. Nilai rrasu pensadaan di atas RpliOO juta s'd' Rp1 miliar OP Rp 850"000

e. Nilai rrasu pengadaan di atas Rp1 milyar.sd. Rp2,5 miliar OP Rp 1.p50.000

f. Nilai pagu pengildaan di atas Rp,l,S miliar s.d- Rp5 miliar OP Rp 1.200.000

g. Nilai pragu pengildaan di atas Rpli miliar s.d' Rp10 miliar OP Rp 1.350.000

h. Nilai naeu pengadaan di atas RpJ|0 miliar s'd' Rp25 miliar OP Rp 1.700.000

i. Nilai pagu pengadaan di atas Rpil5 miliar s.d. Rp50 miliar OP Rp 1.900.00t)

i. Nilai oasu Densirdaan di atas Rpli0 miliar s.d. Rp75 miliar OP Rp 2.000.000

k. Nilai rraeu pengadaan-diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP Rp 2.200.000

l. Nilai pagu pengildaan di atas Rp!100 miliar s.d' Rp250 miliar OP Rp 2.650.000

m. Nilai pragu pengildaan di atas Rpil5O miliar s'd' Rp500 miliar OP Rp 3,100.000

n. Nilai pragu pengildaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp 3.5'00.000

o. Nilai rraeu pengiadaan di atas Rpir50 miliar s.d. Rp1 triliun OP Rp 3.750.000

p. Nilai pagu pengradrlan diatas Rp. l triliun OP Rp 4.000.001)

)anitia Pengadaan .Barang (Non Konstruksi)

a. Nilai pragu pengiadaan sampai dengan Rp100 juta ?er
Paket

Rp 365.000

b. Nilai oasu Oens;adaan di atas RplL00 juta s.d. Rp250 juta OP Rp 500.00t1

C. Nil:i npnp;adzan di atas Roll50 iuta s.d. Rp500 juta OP Rp 600.000

d. Nilai rrasu pengadaan di atas RpliOO juta s,q.lp1_In!!9l OP Rp 750.000

sde- N.ilai an di atas mi miliar OP Rp 900.000
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di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar

pengadaan di atas R5r5 miliars.d. Rp10 miliar

h. Nitai di atas Rpr10 miliar s.d. Rp25 miliar

i. ulai di atas Rp25 miliar s.d.

aan di atas R1p50 miliar s.d. Rp75 miliar

aan.diaias Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar

L uilai aan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar

aan di atas R1:250 miliar s.d. Rp500 miliar

aan di atas Rp,500 miliar s.d. Rp750 miliar

n di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun

nitia Pengadaan Jas;r (Non Konstruksi)

a. Nilai pagu pen€lad aan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 juta

Nilai pagu pen5ladaan jasa konsrultasi di atas Rp50 juta s.d. Rpl(lJ juta

Nilai pagu pengadaan jasa lainrrr'ya s.d Rp100 juta

trtilri pug, pengad ran jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100.iuta s.d.

ttilri p.g, penglad ran jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d.
e.

f.
f.tilri pug, penEiad ran jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500.iuta s.d.

tltri p.g, peng;ad;ran jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d.

r.r,'rri prg, penglad;:an jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 rniliar s.d.

r\'lil"i prg, p""gad;lan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d.

Rp 1.20O.000f.J,l"ip"g, p""gpJran .1asa konsultasi/jasa lainnya di atas RplO rniliar s.d.

l'\ril"i rprg, p"ng;adilan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 rniliar s.d.

r|\rir.i e,-rgu p"ngadr:an jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 rniliar s.d.

Nilriprg, peng;adilan jasa konsultasi/asa lainnya di atas Rp75 rniliar s'd'

Nilai pagu pehgddaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d.

Nilai pagu pengad;lan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d.

Nilai pagu pengadiran jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d.

llir"i rr"eu p".rgad:ran jasa konsr,rltasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d'

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas RF1 triliun

t Penerima Hasil Pekerjaan/P'engadaan Barangflasa

anitia Penerima Harsil Pekerjaan/Pe,ngadaan Barang!asa

a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s-d' Rp100juta

b.

c.

q
e.

Nilai ;pagu pekerja rnlpengadaarr di atas Rp1O0 juta s.d' Rp250 juta

Nilaipagu pekerja;rn/pengadaan diatas Rp250 jula s'd' lqljl0ilg
Nilai pagu pekerjarrn/pengadaan di atas Rp500 juta s'd' Rp1" miliar

Nilai pagu pekerjar:n/pengadaan di atas Rp1 miliar s'd' Rp2,5 miliar

f. Nilai pagu pekerja;rn/pengadaarr di atas Rp2,5 miliar s'd' Rp5 miliar

OP Rp 1.050.000

OP Rp 1.150.000

OP Rp 1.450.000

OP Rp 1.600.000

OP Rp 1.750.000

OP Rp 1.900.000

OP Rp 2.300.000

OP Rp 2.700.000

OP Rp 3.000.000

OP Rp 3.200.000

p. Nilai pasu pengaclaan diatas Rp' 1 triliun OP Rp 3.400.000

4

Per

Paket
Rp 36s.000

OP Rp 365.000

Per

Paket
Rp 365.000

OP Rp 400.000

OP Rp 500.000

OP Rp 600.000

c.
OP Rp 750.000

C}P Rp 900.000

clP Rp 1.00O.000

OP

OP Rp 1.350.000

OP Rp 1.450.000

OP Rp 1.550.O00

OP Rp 1.9OO.O0O

OP Rp 2.200.000

CIP Rp 2.500.000

OP Rp 2.700.000

C)P Rp 2.850.000

5
OB Rp 260.000

6
OP Rp 250.000

OP Rp 300-000

OP Rp 450.000

OP Rp 500.000

C}P Rp 600.000

OP Rp 700.000

9



5"

* Keterangan : OB = Ctratry/bulon
OP = Orana/Paket

D. Ketentuan Lampiran 1 Poirr 5.4.2. Belanja Langsunrg angka 3 huruf L) poin 6

diubah sehingg€r berbunyi serbagai berikut:

6. Tenaga kontralr Bidang l\4edis dan Tenaga Sukarrilla Kesehatan sebagaimana

dimaksud poinl'. 5.4.2.3 huruf I,) angka (3) diberlkan Upah yarng ditetapkan

dengan ketentuan sebagiximana Tabel-Tabel beriliut :

Penqhiilsil3n Tenaoq Ahli Bidanq Medis di RSUD

No Uraian Penghasilan/Bulan
L Dokter Spr:sialis PTT/Tenaga Kontrak Rp. 1'l.500.000,00

2 Dokter Re ;iden Spesialir; Rp. 15.000.Q00,00

3 Dokter Unrum/Gisi PTT Rp. 2.500.000,00

Penqhasili,ln Tenaqa Ahli Bidanq Medis dL PUSKESMAS

Dokter Umum/Gigi PTT Yang Berkedudukan diwilatyah:
1. l(ec;amatan Katingan Hilir,
2. l(eoamatan Tev/alg Sangalang garing,
3. l(ec;amatan Tasik Payawan,
4. l(ec;amatan Puliau Malan,
5. l(ec;amatan Katingan Tengah, dan
6. l(ec:amatan kamipang.

Dokter Umum/Gigi PTT Yang Berkedudukan diwiletyah:
1. l(ec;amatan Marikit,
2. t(ec;amatan Mendawai,
3- Kecamatan Katingan Hulu,
4. i(ec;amatan katingan Kuala,
5. l(ec;amatan $anaman Mantikei,
6. l(ec;amatan Bul,lit Raya, dan
7. l(ecamatan Petak Malai.

E. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.2. Belanja Langsung angha 3 huruf (l\o

ditambahkan angka 17 dan 18 sehingga berbunyi sebagai berikut: {.,

C. Nilai pagu pekerrjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 mi[iar OP Rp 800.000

h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliars.d. Rp25 nriliar OP Rp 1.000.0C10

i. Nilai pagu pekerjaan/pengacjaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 nriliar OP Rp 1.100.000

j. Nitai pagu pekerja,tn/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 nriliar OP Rp 1.200.0Ct0

k. Nilai pagu pekerrjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP Rp 1.300.000

l. Nilai pagu pekerrjaan/pengacjaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP Rp 1.600.000

m. Nilai pagu pekerja:nfpengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP Rp 1.900.0Ct0

n. Nilai pagu peke,rja,:n/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp 2.100.0Cr0

o. Nilai pagu pekerjarln/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP Rp 2.250.0Cr0

p. Nilai pagu pekerja,ln/pengadaan di atas Rp1 triliun OP Rp 2.400.0Ct0

Rp. 2.000.000

Rp. 3.000.000

10

No' Uraian Penghasilan/Bulan

1

2



Kepada masing-masing Pejabat Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katirlgan diberikdn Honorarium

per-bulan nrelalui Sekretariat Daerah yang diatur sebagai berikut :

Honorari uln Penqurus Baranq dqll Penvimpan BaEIrq

No Ui'aiar,

Nilai Aset Yang Dikelola

0 s/d 2,5 Milyard
2,5'Milyard s/d 5

Milyard

5 Milyard s/d 10

fvllllrerd

10 Mityard s/d 25

Milyard

L

25 Milyard dst

1 24().000 /bulan 260.000 /bulan 280.000/bulan 300.000 /bulan 320.000 /bulan

2 imoan Barar o 220.000 /bulan 240.000 /bulan 260.000 /bulan 280.000 /bulan 300.000 /bulan

18) Sebagaimana dimaksurJ pada point 5.4.2.3 huruf I,) angka (17) Pejabat

Pengurus lJal.ang dan Penyimpan Barang dit,etapkan dengan Keputusan

Bupati Katingern;

F. Ketentuan Lampirian 1 Angka 6 Hal-hal Khusus Lainnya Poin 12 dan 17 diubah

dan menambah poin 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Unturk Tahun r\nggaran 2012, beberapa belanja yang terpusal di Sekretariat

Daerah antzrra lainl

a. Belanja FrlaiTulis Kantor

Sreluruh belanja Alat Tulls Kantor di pusatkan di Sekretariat Daerah,

Krecuali:

1. Biaya ATK untuk Operasional Kelurahan yang dananya melekat di

Kecarnatan;
2. BiaYa A t-K untuk l.JlPTD;

b. Bralanja l!'lorlal Pengaclaan Komputer/PC Desktop;

Sr:luruh tlelanja Modal Pengadaan Komputer/PC Desktop harus rnelekat

di Sekretariat Daerah kecuali apabila pada pengadaan Belanja Modal

Pr-.ngadaan Komputer/PC Desktop tersebut mr+lekat suatu Aplikasi Khusus

untuk mendukung suzrtu program kegiatan diSiKPD.

c. Br:lanja Morlal Pengadaan Komputer/ Note Book;

Sr:luruh Elelanja Modal Pengadaan Komputer/ Note Book harus melekat di

Sekretariiat Daerah kecuali apabila pada pengadaan Eelanja Modal

Prangadaan Komputed Note Book tersebut merlekat suatu Aplikasi Khusus

untuk mendukung suartu prograrn kegiatan di SKPD,

d. Untuk poin a, b, dan c, apabila dana tersebut bukan berasal dari dana

ApBD dan ada peratLtran yang mengharuskarr belanja tersebut melekat di

sl(PD yang bersangkutan, maka SKPD yang bersangkutan

diperkenernllan untuk nnenganggarkan belanja tersebut dengan mendapat

persetujuan dari Buperti Katingan.

17. Untuk Tahun Anggaran 2012 selain Badan Ker;atuan Bangsa, Politik dan

perlindungan Masyarakat yang mengadakan Mobil Kebakaran, Pengadaan

Kendaraan Dinas/ Kenclaraan Jabatan/ kendaretan Operasional/Ambulance
L1

17)



hanya boleh dilaksanalhran oleh Sekretariat Da'erah Kabupaten Katingan.

Dalerm hall SKPD d[ lingkungan Pemerirrtah Kabupaten Katingan

membutuhkan penambahan Kendaraan Dinas/Kendaraan

Jabatan/Kendiaraan Op,erasional, SKPD dimilksud harus mengajukan

pernnohonan <epada Bupati Katingan untuk kr:rmudian dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah Kilbupaten Katingan Kecuali dana tersebut bukan

berasal dari APBD dan ada peraturan yang mengharuskan belanja tersebut

melerkat di SKPD yang bersangkutan, maka SKPD yang bersangkutan

diperkenanklarr untuk m€)nganggarkan belanja tercebut;

18. Dengan ditraterpkannya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang tidak

diubah dan dic:abut dalann Peraturan Bupati Katillgan Nomor 29 Tahun 20,11

tenterng Peclornan Penyrusunan Anggaran Pend;lpatan dan Betanja Daerah

Kabupaten l(atingan Tahun Anggaran 2012 dinyertakan tetap berlaku.

BAB II

KE:TENTUAN PENUTUP

Peraturan Br.rpati ini mulai berlak:u sejak tanggal 1 Januani 2012

Agar setiap orang nterrgetahuinlya, memerintahkan penEundangan Penaturan Bupati

ini dengan p,enempettannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

tarnggal 26 Juni 20112"

ARIS
N

TWO TATEL IADJU, MM
UTAINTI\ MADYA

ig6tozoe 19186o3 1o'13

4

{

)

1

Ditetapkan di Kasongan
26 Jrni 2012

"$'S-Y5-\l r5.lt;
Diundangkan di l(asongan

Wda

BERITA DATRAH KAIIUPATEN 6ATIXG4N T6l1Ufl Apr;z \PMPft ; e9
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PROGRAM DAN KEGIATAN



Penambahan l,rogram Dan Kegiatan Baru Tahun Anggaran 2011
KABUPATEN KATING|iAN

KODE
IiEKENIhIG

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program / Keqiatan Yanq Dapat DipeIgU_nekan oleb {iemua Satuan
Keria Peranqkat Daelah

0.00.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Gapaian
Kinerja dan Keuangan

0.00.00.06.09 Penvusunan Laporan Keuanqan Semesteran Kabupaten

PROGRAM MENURUT URUSAN

1 Urusan Waiib

1.0,2 Kesehatan
{.02.00-30 Proqram Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.00.30.ct7
Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKM, Puskesmas Pemoantu dan
Polindes cli Puskesmas Paqatan 1

1.02,00.30.ct8
Penyedia:rn Biaya Operasional Bagi PKlvl, Puskesmas Pembantu dan
Polindes cli Puskesmas Pagatan 2

1.02.00.30.09
Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKt[/l, Puskesmas Pembantu dan
Polindes cli Puskesmas Mendawai

1.02.00 30.10
Penyediaern Biaya Operasional Bagi PKllt/I, Puskesmas Pembantu dan
Polindes cli Puskesmas Baun Banqo

1.02.00.30.11
Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKI[/, Puskesmas P,embantu dart
Polindes cli Puskesmas Petak Bahandang

.02.00.30.12
Penyediaeirn Biaya Operasional Bagi PKIM, Puskesmas Pembantu dan
Polindes cii Puskesmas Kasonqan

1 .02.00.30.13
Penyediaerrn Biaya Operasional Bagi PKI\fl, Puskesmas Pembantu dan
Polindes c i Puskesmas Kereng Pangi

1.02.00.30,14
Penyediaeirn Biaya Operasional Bagi PKI\il, Puskesmas Pembantu dan
Polindes cli Puskesmas Pendahara

02.00,30.15
Penyediaarn Biaya Operasional Bagi PKI\tl, Puskesmas Pembantu dan

Polindes di Puskesmas Buntut Bali

1.02.00.30.16
Penyediaeln Biaya Operasional Bagi PK[\tl, Puskesmas Pembantu dan

Polindes di Puskesmas Tumbang Samttil

1.012.00.30.17
Penyediaarr Biaya Operasronal Bagi PKI\tl, Puskesmas Pembantu dan
Polindes di Puskesmas Tumbang Kaman

1.02.00.30.18
Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKtl4, Puskesmas Pembantu dan

Polindes di Puskesmas Tumbanq Baraol

1.0t2.00.30.19
Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKli4, Puskesmas Pembantu dan

Polindes di Puskesmas Tumbanq Hiran

1.012.00.30.20
Penyediaarr Biaya Operasional Bagi PKI\4, Puskesmas Pembantu dan
Polindes di Puskesmas Tumbang Sananrang

1.0i2.00.30.21
Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKlrtl, Puskesmas Pembantu dan
Polindes di Puskesmas Tumbanq Kaiantei

1.0:2.00.30.22
Penyediaan Biaya Operasional Bagi PKli4, Puskesmas Pembantu dan

Polindes di Puskesmas Kasongan ll

1.0t6 Perencaniaan Pembangunan
1.015.00.15 Program llenqembangan Data/lnform'asi

1.0t1.00.15.10
Pembuatan Sistem lnformasi Manajeme'n (SlM ) Perencanaan dan

PenqendalLian Pembanqunan Kabupaten Katingan

1.0r5.00.21 Proqram Perencanaan Pembangunanr Daerah

1.0t5.00.21.31
Penyusun;ln Peraturan BupatiTentang Perubahan Pedornan Umum APBD

1.015.00.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1,01i.00.22.1.4 Pembanqunan Percontohan Sarana Air Minum

1.0{i.00.22.1 5 Penyusunan Master Plan Agropolitan

1.0r5.00.23 Proqram l'erencanaan Sosial Dan Budaya
1 ,0t3.00.23. 1 1 Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemislllq! lgglg!



1.46.00.23.12
Kaj ia n Kes; ehatan Reprod u ksi ( Faktor-fraktor yang mempengaruhi kematian
ibu hamil)

1.06.00.31 Program l:'eningkatan Promosi Dan Xerjasama lnvestasJ
1 .06.00.31.15 Mengikuti [:xpo Potensi Pembangunan lGbupaten Katinqan

1.06.00.31.15.ir
Pembuatan Features, Data Sarana dan Prasarana Penunjang lnvestasi
Dalam 2 Bilhasa

1 06 00 31.'t5 t) Menqikuti Pameran Kaltenq Expo
1 .06.00.31.15.<: Menqikuti Pameran Borneo lnvestment [jxpo dan Forum
1 .06.00.31 .15.r1 Mengikuti Pameran lnvestasi dan Buda!;a
1.06.00.32 Program Difusi Pemanfaatan IPTEK
1.06.00.32.0,2 Kajian Perrerapan Teknoloqi Sistem Pernbanqunan Berbasis GIS

1-O7 Perhubungan
Revisi Nama dan lKode Kegiatan

1.07.00.16
Program ltehabilitasi dan Pemelihara,an Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan

Keqiatan yan,q dihapus

1.0'7.00.25 Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa

1.07.00.25.01 Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran Dan KMIP

1.47.00.25.02 Pembinaan Dan Penoembanqan Jarinqan Komunikasi Dan lnformasi

1 0'/ 00.25.03 Pembinaan Dan Pengembangan Sumbe,r Daya Komunikasi Dan lnformasi

1.0'7.00.25.04 Penelitian Dan Penqembanqan llmu Penqetahuan Dan Tt.'knoloqi
1.0 2.00.25.05 Penqadaan Alat Studio Dan Komunikasi

0'2.00.25.06 Pengkaiian Dan Penqembangan Sistem lnformasi

0',7.a0.25.07 Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan lnformasi

0,r.00.25.0E Penvebarluasan lnformasi Yanq Bersifat Penvuluhan Bagi Masyarakat

.07.00.26 Program prengkajian dan penelitian bi,rJang komunikasi dan informasi
07.00.26.01 Penqkaiiarr Dan Penelitian Bidanq lnformasi Dan Komunil<asi

.0"t.00.27 Program f,arsilitasi Peningkatan SDM b,idanp komunikasi dan informasi
07.00.27.01 Pelatihan SiDM Dalam Bidanq Komunika:;i Dan lnformasi

1.0;r.00.28 Program kr=rjasama informasi dan media ntassa
07.00.28.01 Penvebarluasan lnformasi Pembanqunan Daerah

0]t.00.28.0,2 Penvebarlu;asan lnformasi Penyelenqqarilan Pemerintahan Daerah

07.00.28.0i3 Penvebarlu asan lnformasi Yanq Bersifat PenYuluhan Baql Masyarakat
Tambahan Prograrrr dan Kegiatan

.07.00.18 Program F',embangunan Sarana dan Prasarana Perhutlungan

1 0,/ 00.18.1t5
Pemeliharelan dan Pembersihan Tanah l-okasi
Te rm i n a l/P r.'la b u ha n/De rm aq a/Pos Pen q etwa san

.0it.00.21 Program F[engembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa

07.00.21.0t3 Penyebarlr-rasan I nformasi Yang Bersifat ilenyuluhan Bagi Masyarakat
07.00.21.013 Pengadaan Saran Usaha Kelompok lnformasi Masyarakat (KlM)

07.00.21.1t) Peninokatarn dan Penqembanqan Fasilitits Website
1.07.00.21 .11 Updatinq Driata Website

1.07.00.21.1:2 Penyusuneirn Blueprint Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

.0it.00.22 Program Fr'engkajian dan Penelitian Bidang Komunikasidan lnformasi

.0',7.00.22.0"2
Pengkajian dan Penelitian Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap
Kebiiakan [:'emerintah Kabupaten Katinqan

.0',7.00.22.0"3
Pengkajian dan Penelitian Tentang Aplikiasi Teknologi Komunikasi dan
lnformasi di Bidang e-gov

.07.00.23 Program Fasilitasi Peningkatan SDM l]ridang Komunik,asi dan lnformasi

1.07.00.23.0:2 Penoadaan Workshop Bidanq Teknoloqi lnformasi

1.07.00.23.03
petatinan Teknologi lnformasi pada Masl/arakat Umum/Kelompok lnformaSi

Masvarakat (KlM)



1 07 00 23.04
1.1X7.00.24

1.11.00.31 Program Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga
1.11,00.31.01 Hari Keluarrqa Nasional( HARGANAS ) Tinqkat NasionalNasional( HARGANAS ) T

1.210.00.33.08

1.2:0.00.33.09

...0_00-42

1.2t0.00.51
1 2t0 00 61 01

1.2:.0.00.61.02
1.2t0.00.61.03

Lomba Karya llmiah / Cipter T
Program .Kerjasama lnformasi dan

1 .07.00.24.04
Fasilitas Pentas Seni / Temu Kelompok lnformasi Masyarakat Tingkal

1.07.00.24.05

1.07.00.25.01

1.07.00.25.02

u?n025i13
1.07.00.25.04
1])7.0025r15

Pembuatan Sistem lnformasii Software dan Konten untuk lntegrasi

Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

Pemeliharaan Sistem lnformasi / Softwarre
1.07.00.25,116
1.07.00.25.07
1.07.00.25.t18

Evaluasi dan Pelaporan Bid l(omunikasi Informasi

1.07.00.25.09

1I)7.oo2r'm
1.07.00.25.1 1

Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok lnformasi Masyarakat (KlM)

nan dan Diseminasi lnformasi/ Paket-paket lnformasi Publik

1.07.00.25.12 Fasilitas Flekomendasi dan

1.C\7 .00.25.13
Pemilihan dan Pemberian Penghargaarr Pemilik Jasa Bidang Komunikasi/
Teknoloqi lnformasi Teladan

1.Ct7.00.25.'14
1.C)7.00.25.15

an Teknoloqi lnformasi
Penqadaan Tanah Untuk Fasilitas Komunikasi Informasi

Pemeliharaan/ Pembersihan Tanah Lokiasi Fasilitas Komunikasi lnformasi1.07 00.25 16

1.Ct7,00.25.'17

1 .C17.00.25.18
Pengumpulan Data Center Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
lnformatika

1.Ct7.00.25.19 Fasilitasi l\kses lnternet Kecamatan darr Pedesaan.

Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1 11.00.30.02 Sosialisasi Dan Pelatihan Kader BKB, BKR, llKL, Dan B[-K

1.210.00.29.06

1.2:"0.00.29.07

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umurm, Administrasi Keuangan Daerah,
Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Nama Jalan dan Ga

1.20.00.3'1.09 dan lndikator Kineria Utarna
1.2t0.00.31.10 Penataan tJnit Pelaksana Tuqas Daeralr

Prog ram,Ad min istrasi Kerjasama Pernbangunan
1.210.00.33.07

Program Peningkatan Dan Pengembilngan Pengelolaan Keuangan
Daerah

imalis:rsi Penaqihan Paiak Daerah diln Retribusi Daerah1 .2:.0 .00 .42.i\1

1.2:.O.00.42.1\2
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah'Yang Telah Jatuh Tempo,

Permohonan Banding dan Keberatan Wa
1.2:.0.00.42_it3

1.2:.0.00.42.i\4
120.o032i)5

Perubahan Status Hukum Barang Milik lDaerah
'an Daftar Kebutuhan Baranq Daerah

lnventarisasi Barainq Milik Daerah
Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran

iazln Data Penyusunan Pen

1.210.00.61.04



1.20 00.61 05 Keqiatan Pembinaan/Penyuluhan Paial< Dan Retribusi Daerah

1.20.00.62 SosialiseLrsi PBB dan BPHTB

1.20.00.62.01 Kegiatan Pe4!4eq!89!y!luhan Paial< Dan Retribusi Daerah

1.i20.00.62.02 Sosialisasi PBB dan BPHTB

1.t20.00.63 Program Peningkatan Data Obyek Piitiak

1.i20.00.63.01 Pemutakhiran Data dan PengembangeqQglg Pqg!_qglr Retribusi Daerahl

1.i20.00.63.02

Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajetk dan Retribusi

Daerah

.20.00.63.03 Penqeloleran Sistem lnformasi Manajenien Pajak

.i20.00.64 Program Fengembangan Pajak Daeriah

1.:20.00.64.01 Keqiatan Penelitian Potensi Sumber-sutnber Pendapatan Q4q1a[
.:20.00.64.02 Kegiatan Pelatihan di Bidang Perpajak;ln dan Peraturan-peraturan Baru

1.:20.00.65 Program Peningkatan Penerimaan Putjak

1.:20.00.65.01 Pekan Perrutan PBB

.:20.00.65.02 Pembina:rn Terhadap Wajib Pajak ReslauranUWarung [tlakan dan Hotel

.20.00.66 program lPeningkatan Kualitas Kelenrlbagaan Koperasi

;20.00.66.i01 Penveba r :rn Modet - model Pola Penge rnQqngg!-69pgllE!

1.t21 Ketahan:ln Pangan

1.:21.00.16 Prot Pen Ketahanan Panrgan

1.1t"1.00.16.12 Bantuan {}osial Lumbung Pangan De-sa-( Bansos )

1.'!1.00.18 Prooram Pemberdavaan Penvttluh Pr:rtanian / Perkebunan

1.?.1.00.18.11
Kegiatan Pembinaan, Bimbingan dan Penyutuhan Pertarlian, PenKanan dan

Kehutanan
1.2.1.00.18.12 Pengembangan Teknologi Pertanian

z Urusan Pilihan

2.0{ Pertaniartt

2.01.00.15 Program l%ningkatan Kesejahteraql lglqni

2.01 .00.15.09
Fasil'tasr li'elembagaan ( UPTD Pertaniran )dan Pendampingan Bagi

Pertanian, Perkebunan OaA te!943\3l
2.01.00.16 p rog ram i'en ing katan Ketahanan PaltEan Pertanian/Perkebunan

2.01.00.16.,13 Penanoar,an Pasca Panen dan Pengol:lhan Hasil Pertanian

2.01.00.16.,tr4 Penqe m b,anqa n Ekste nsif i kasi TanamatPsql felg\Mlie

2.01.00.19 Frog ra m i'filn g kata n Frod u ks i Pe rtarn ian/Pe rkebu nan

2.01.00.19.07. a

rasititasr l_tpTD dan Pendamplngan baSJi Pertanian / Perkebunan

Kecamata n Katingan Kuala

2.01.00.19.07.b
rasititasi t-lpTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan

Kecamatan Mendawai

2 01 00.19.07.c
fasititasi TJPTD dan Pendampingan ba(ti Peftanian / Perkebunan

Kecamatan KamiPang

2 01 00.19.07.d

fasititasr tipTD dan Pendampingan bagi Peftanian / Perkebunan

Kecarnatain Tasik PaYawa!l 

-

2.01.00.19.07.e
fasititasr UpfO Oin Pendampingan ba1;i Pertanian / Perkebunan

Kecamata,n Katingan Hilir

2.01.00.19.07. r

Fasilitasr trPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan

Kecamatarn Tewang Sanggalang Garin(

2.01.00.19.07.9
fas,titasi tipTD dan Pendampingan bagi Pefianian / Perkebunan

KecamateLn Pulau Malan

2.01.00.19.07. h

rasititasi ttpro oan Pendampingan bagi Pertantan / Perkebunan

Kecamata n Katingan Tengah

2.01.00.19.07.i
fasititasr gPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan

Kecamatarn Sanaman Mantikei

2 01 0019.07
Fasilitasi TJFTD dan Pendarnp'ngan bagi Peftanian / Perkebunan

Kecamatern Marikit
-;:,--

lFast'l,tast t-tpfb Oan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan

2.01 .00. 1 9.07. k I Kecamatern Katingan Hulu
::-::=::---.- --1--

lFrsilfisillpro oan pendampingan bagi Peftanian / Perlkebunan

J)1.00.19.1)7.1 lKecamatap Bukit RaIa 
,

lFrsiltasilJPTD dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan
J

;



2.12 Kehutanan

2.02.00.15 Program Pemanfaatan PotensiSumher Daya Hutan

2.02.00.15."22
Penigkatarn Pelayanan Tugas WAS-GANISPHPL.PKB di IUPHHK dan
IPHHK

2.02.00.15.:23
Pendataan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani llutan (KTH) Untufi<

Menerapk:an Pola Pembanqunan HTR

2.02.00.15."24
Pendataan dan Fasilitasi Pola Pemberclayaan HHBK Rotan Melalui
Pendampinqan Proses Pemberian liin tJsaha Pemanfaatan HHBK

2.02.00.15.:25
Fasilitasi Perijinan IUIPHH/IPKH dan lndustriLanjutan Kayu dan Bukan
Kayu/Rotan

2.02.00.15.:26
Pendataan Persediaan/Stock Opname Hasil Hutan dari l(egiatan Perijinan
Kehutanan

2_02.00.15.:27
Pendataar dan Fasilitasi Serta Monitoring dan Evaluasi Perijinan Usaha
lndustri Primer dan Laniutan Kayu dan l3ukan Kayu (Rotan)

2.02.00.16 Program llehabilitasi Hutan Dan Lahian

2.02.00.16.'l2er Reboisasi Hutan Sumber Dana DBH-DIi 2004 (Laniutan)

2.02.00.16.'15:r Reboisasi Hutan Sumber Dana DBH-Dlt 2007 (Laniutan)

2.e|2.00.20 Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
2.02.00.20.10 Kaiian Perubahan Funqsi Kawasan

2.0t5 Kelautan Dan Perikanan
2.{r5.00.20 Program Pengembangan Budidaya Perrikanan

2.C|5.00.20.33 Operasionnal BBI Hampalit
2.C)5.00.20.34 Pembangunan, Pembukaan, Penqemb:rnqan Lahan Tambak
2.Ct5.00.20.35 Operasionial Tambak
2.Cr5.00.20.36 Pemeliharaan Rutin / Berkala / Rehab Kirramba Percontohan
2.Ct5.00.20.i17 Penambahan Sarana Prasarana Karamita Percontohan
2.Crs.00.20.38 Operasional Karamba Percontohan

2.05.00.23 Program lOptimatisasi Pengelolaan Drarn Pemasaran Produksi Perikanan
2.Ci5.00.23, 11 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala / Rehab F'asar Benih

2.Ct5.00.23.114 Penambahan Sarana Prasarana Pasar l:lenih

2.A6.00.23.1t5 Ooerasionirl Pasar Benih

2.05.00.23.16 Penambaltan Sarana Prasarana Gedung Raiser
2.A5.00.23.17 Ooerasion irl Gedunq Raiser

2.05.00-25
Program ll(ualitas Perencanaan Dan FDengembangan Kelautan Dan
Perikanarr

2.0r5.00.25.1i1 Validasi Data Statistik Perikanan Budidalra

2.A,5.00.25.1'2 Validasi Data Statistik Perikanan Tangkurp

2.05.00.25.1 3 Validasi Data Statistik Penqolahan Hasil Perikanan

2.A'5.O0.25.14
Validasi Data Statistik Kelautan, Pesisir tlan Pulau-Pulau Kecil(KP3K)

2.05.00.26
Program [F'emberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Laut Dan
Perairan lJlmum

2.0'5_00.26.Ctg Penunianrran Proqram Mamangun tunternq Mahaqa Lewu (PM2L)

2.05.00.27 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan

2.05.00.27.01 Rehabilitars;i Kawasan Perikanan Perairan Untum

2.0,5.00.27.02 Pembinaan Kawasan Konservasi Sumbcrrdaya lkan dsn llelaqlqn

2.0r5.00.27.03 Bimbinqarr Teknis Rehabilitasi dan Pen<layagunaan Pesisir dan Lautan

2.A6.00.27.04 Rehabilitarri Kawasan Perikanan Perairan Pesisir dan Laut

2 A'5.O0.27.Cts identifikasi Pembinaan,'Monitoring dan llvaluasi Sumberdaya lkan

2.05.00.27.06
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pacla Kawasan Konservasi
Sumberdava lkan dan Kelautan

@
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Nama Rekening

1 Aset
1_3 Aset 1'etap
1.3.2 Peralatan dan t\lllesin
1.3.2.21 __ Alat-alat Peusenjataan/Keamanan
1.3.2.21.18 Alat-alat Pemadam Kebakaran
1.3.3 Gedung dan Bangunan
1_3-3-12 Bangunan liarana Daerah Lainnva
1.3.3.12.04 Saranaprffi-%
1.3.3.12.05 Sarana Prasarana Pariwisata

Pendapatan Derah
4.1 Pendapatan Asli B,aerah
4.1.2 llasil Retribusi Daerah
4.1.2.02 Retribusi Jarria Usaha

.1.2.02.15 luran Teteirp ljin Usaha Pertambangan 0UP) Batuan
4.',t.2.02.16 Penelusur an lnformasi dan Penetapan
4.1.2.0217 Retribusi l:'engolahan dan Pemurnian Mineral
4.1.2.03 Retri busi Pelri2l p3n Tertentu
4.1.2.03.13 Pencadangan Wilayah
4.1.2.03.14 Pengganti luran Produksi

5 BELAl,lJl\ DAERAH
5.1 BEIATIJA TIDAK Li{NGSUNG
5.1.1 Eiel:rnja Pegawai
5.1.1.04 Biaya Pemurngutan Pajak
5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan PAD
s.1.1.07 Belanja Penghasilan Lainnya
5.1.1.07.01 Tambahan Penghasilan Bagi Guru Non Sertifikasi
5.1.1.07.O2 Tambaharr Penghasilan Bagi Guru Bersertifikasi
5_1.4 Eielernja Hibah
5.1.4.08 l3elanja Hibarh Pemilu Kepala Daerah M/atrlil Kepala Daerah
5.1 .4.08.01 Belanja Hibah Kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota
5.1.4.08.02 Belanja Hibah Kepada Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota

5.2 BETAIIJA LANGSLING
5.2.1 Belarnja Pegawai
5.2.1.0',1 l{onorarium PNS
5.2.1.01.08 Honorariurn Pengurus/Penyilrp?1 Barang
5.2.2 Bela nja Barang Dan Jasa
5.2.2-O1 l3elanja Bahllrn Pakai Habis
5.2.2.01.22 Belanja Cinderamata / Souvenir
s.2.2.01.23 Belanja Serminar KIT
5.2.2.02 l3elanja Bahan Material
5.2.2.02.10 Belanja B;irhan Baku Mentah
5.2.2.42-11 Belanja Bahan Alat-alat Kesehatan Hewan
5.2.2.02.12 Belanja Betg! 4!el1qf4 Pertanian
5.2.2.02.13 Belanla Pembibitan Pertanian
5.2.2.03 l3elanja Jasa Kantor
5.2.2.03.19 Belanja Jas,a lgryfryleqterijinan Hak Paten
5.2.2.$.2A 9elen]1*nunlang Operasional Sekolah

5.2.2.03.21
Belanja tslaya Operaslonal dan Pelaksana;an Program
Puskesmas/Pustu/Polindes/Poltekkes

5.2.2.1A l3elanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.10 Belanja Se'rara Perlengkapan Masak

I



5.2.2.16 Belanja Be,asiswa Pendidikan PNS

5.2.2.16.03 Belanja treasiswa tugas belajar 52
5.2.2.16.04 Belania freasiswa tugas belaiar 53
5.2.2.20 Belanja Perneliharaan
5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pariwisata dan Caqar Budava
5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Gerbang Batas Antar Daerah
5.2.2.20.27 Pemeliharraan Daerah Resapan Air
5.2.2.21 Belania Ja:;a Konsultansi
5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pajak

5.2_2.21.05 Belanja ..fliasa Konsultansi Pendampingan

5.2.2.21.06 Belanja .iasa Konsultansi Pembuatan LAI(lP
5.2.2.21.07 Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah

(oPD )

5.2.2.25 Biaya Uji Laboratorium

5.2.2.25"01 Biaya Uii Laboratorium

5-2.2.26 Belanja Beirsiswa Pendidikan
5.2.2.26.01 Belanja Ei,easiswa Pendidikan TK, SD, Sl'i4P, SMA / Sederaiat
5.2.2.26.02 Belania Elesrlr*, Pendidikan Penyetarau,n

5.2.3 Belania Modal

5.2.3.01 Belanja Morlal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.31 Belanja l\lodal Pengurugan /PenimbunanriPematangan Tanah 

_

5.2.3.01.32 Belanja tt,lodal Pengadaan Tanah Bundar;an

5.2.3.11 Belania Modal Penqadaan Perlengkapan lKantor
5.2.3.11.26 Belanja l\ilodal Pengadaan Sumur Pompir/Bor
5.2.3.18 Belania Morrlal Pengadaan Atat-Alat Ukur
5.2.3.18.13 Belanja l\lodal Pengadaan Alat-alat Ukur,Jan Alat Uji Kehutanan

s.2.3.23 Belanja Mo JaI Pengadaan{o;rstruksi Jarringan Air
5.2.3.23.09 Pembuatiiln Sarana Drainase Kantor

s.2.3.26 Belania Mo,rilal Pengadaan Konstruksi/Pernbelian Bangunan

5.2.3.26.15
Belanja [v'lodal Pengadaan Konstruksi/Pernbelian Bangunan Reklame
Papan / Eriillboard / Vldeotron / Megatron

5.2.3.26.16 Belanja lllodal Pengadaan Konstruksi/Pernbelian Tempat lLradah

5 2 3.26.17 Belanja ll!oda! Pqqg4leq! Kgllligl rnbelian Gedung Asrama

s.2.3.26.18 Belania ful,odal Penqadaan Konstruksi Sarana dan Prasararta Pariwisata

5.2.3.30 Be la nja M ordla I Pen gadaa n A@t-!!a't lg1qgr njataan/Keamanan

5.2.3.30.18 Belania Feralatan Pemadam Kebakaran

s.2.3.32 Belanja Morlal Pengadaan Peralatan Olat,lraga_
s.2.3.32.20 Belanja Mlcdal Papan Score

6 Pembiayaan Daerah

6.1 Penerimaan Pemhrlayaan Daerah

6.1.1 liis a Lebi h Pert ritun gqry\1g gglan lq!!nl\nl; garan Sebel um nrya

6.1.1 .07 Sisa Lebih l:'erhitungan Anggaran Tahun ;Sebelumnya

6.1 .1 .07.01 Sisa Lebilr an Tahun

Revisi Kode

5.2.3 I3elanja Modal

5.2.3.26 Belania Modal Penqadaan KonstruksiiPemb,elian Bangunan

5.2.3.26.07
Belanja tVJodal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan/Gerbang
Batas/Gapura
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